V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan permasalahan dalam penelitian ini, serta hasil penelitian dan

pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.

Fungsionalisasi hukum pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan sesungguhnya telah efektif sejak
pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1999 sebagaimana semestinya, dimana
aparat penegak hukum atau instansi yang memiliki kewenangan sesuai yang
ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan ini telah berusaha mengfungsionalisasikan hukum pidana yang
terdapat pada ketentuan undang-undang tersebut, namun setelah tahun 1999
sampai dengan sekarang ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan terlihat sudah tidak efektif kembali, aparat penegak hukum
tidak lagi mengfungsionalisasikan hukum pidananya.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat didalam fungsionalisasi hukum pidana
terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan adalah didalam undang-undang ini sendiri pengaturan sanksi

pidana terutama pidana denda yang terdapat dalam pasal-pasal yang menetapkan
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ancaman sanksi pidana masih dianggap relatif ringan, terlebih lagi apabila dilihat
dari segi perkembangan ekonomi yang semakin maju yang disebabkan adanya
otonomi daerah, sanksi pidana denda yang ditetapkan masih sangat relatif ringan
sehingga banyak sekali terjadi pelanggaran wajib daftar perusahaan ini, aparat
tidak mampu mengoptimalkan penegakan hukum pidana sesuai dengan apa yang
telah diatur didalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, hal tersebut dikarenakan
sanksi pidana yang diatur oleh undang-undang ini tergolong ringan dalam
putusannya sehingga aparat penegak hukum cenderung enggan untuk
menegakkannya, sarana dan prasarana yang kurang memadai juga salah satu
faktor penghambat dalam mengfungsionalisasikan undang-undang ini, serta
budaya masyarakat yang dalam hal ini adalah pengusaha yang kurang menyadari
akan pentingnya daftar perusahaan terutama untuk kepentingan perusahaan

mereka sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan diatas, dapat diajukan

beberapa saran sebagai berikut :

1.

Agar sekiranya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung segera membentuk dan
mengeluarkan Peraturan Daerah tentang wajib daftar perusahaan karena Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ini sudah tidak

relevan lagi dan sejak diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah
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sistem birokrasinya telah berubah, dimana dalam undang-undang daftar
perusahaan ini instansi yang berkewanangan sebelumnya adalah Disperindag
telah dilimpahkan kewenangannya pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan
(BPMP) sebagai pelayanan satu pintu dalam hal penyelenggaraan atau
membentuk suatu perusahaan dan bertanggungjawab langsung kepada
pemerinyah kota Bandar Lampung.

. Pemerintah kota Bandar Lampung dalam hal ini yang memiliki kewenangan
adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) hendaknya sering
melakukan sosialisasi akan arti pentingnya daftar perusahaan, baik melalui
seminar terbuka, memberikan selebaran-selebaran ke perusahaan-perusahaan dan
lain sebagainya yang menyangkut tentang wajib daftar perusahaan.

. Aparat penegak hukum yang terkait hendaknya lebih tanggap dalam menyikapi
kasus-kasus yang mungkin terjadi dikemudian hari dan diberi sanksi pidana yang
berlaku secara tegas sesuai dengan jenis dan beratnya pelanggaran yang telah

dilakukan.



